
BUPATI GUffiUHG }4AS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NCMCR 4 TAHUN ZCll

TENTAN6

PELlfclpAhlANSESAGIAI\IKE\FJENANGANPEMERINTAHDARI
BUPATI Xe'psuA Cnn':ef gE - IffiBUFATEN GUNUNC MAS

Fv'renimbang

BUPATI GUIIUNG MAS

: a. bahwd dalam rangka mengotimalg3l penvelenggaraan pemerintahan

ditingkatKecamatandipandangperludilakukanpelimpahankewenangan
pemerintah arri euprti'kEpadicamat se Kabupaten Gunung Mas.

b.bahwauntukpetaksanaanhurufadiatasperluditetapkandengan
Peraturan BuPati Gunung Mas'

:l,UndangUndangNornor5Tahun2002tentangPembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan' Kabr'lpaten Sukamara'

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,

Kabupaten Murung Baya, Kabupaten Baritu Timur di Provinsi Kalimatan

Tengah;

2. Undang - undang Ncmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daer:h;

. & undang - undang Norner ?8 Tahun ?009 tentang Pajak Daerah dan

Betribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomcr 25 Tahun 
'2004 tentang Kewenangan

Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom;

5. pereturan Daerah KabupatEn Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 ieniang

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;

6. peraturan Daerah Kabupeten Gunung h4as Nornor L5Tahun 2005 tentang

Pembentukan Susunan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

iVenBingat

tv1EMUTUSKAN

genetapkan : PERATURAi\,i SUPATI GUfiul'JG i\,4ASTENTAFJG PELllv'lPAHAi'l SEBAGIAI'J

KEWENANGAN PEMERINTAH DARI BUPATI KEPADA CAMAT SE KABUPATEN

GUNUi'IG I.IAS.
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BAB i

KETEFTTUANJ UMUM
PASAL 1

Dalam Peraiuran ini yang dimaksud dengan :

L. Daerah Otonom Selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
hul',ur'rr yaRg mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengaiur
dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat
menurut Brakarsa sendiri berdasarkan espirasi rnasyarakei dalam systern

7. Pemer'irrtah Daerah adahh BeRyelengaraan urusan pemerintah oleh
Pernerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas - luasnya
daiam sisten-l fiaR prinsip i,Jegara Kasatuan Republik lndonesia
sebagaimana dirnaksud dalam Undang - Undang Dasar Rl tahun 1945.

Pemerintal'i cjaerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

DPRD acjaiah Dewan Perv;akilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Flas
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

5. Vt'akii BuBati adalah V'iakil Bupati Gunung Mas.

]. Sekreiaris D;erah adalah Sckreiaris Daerah Kabripaten Gunung Mas.

8. Asisien adaiah Asisien Sekkretaris Daerah Kabupaien Gunung Mas.

9. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DpRD, Dinas,
Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan,

10. Fimpinen Satuan Organisasi adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris
DPRD,Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat dan Lurah.

Li-. Camai adalah Camat se Kabupaten Gunung Mas.

17. Kecamatan adalah vli iia,yah Kerja canrai sebagai perangkat Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

iielurahan adalah \,tliia,i-ah i.lerja Lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten dibawah Kecamatan.

Kewenangan Pemerintah Daerah adalah Hak dan Kekuasaan pemerintah
Daerah Untuk menentukan atau mengambil Kebijakan dalam rangka

Benyelenggaraan penrerintahan.

Kewenangan camat acjalah kewenairgan sebaBaimana diatur dalarn pasal
1,?.6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan
Daerah dan key;enangen ,,rang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada
Camat dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaien Gunung
Mas.

1?
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BAB II

KEKVENANGAN DAN PELIMPAH,AN KEWENANGAN

Pasal 2
i1) Kewenafigan Camat pada dasarnya mengacu pada pasal 12g undang_

undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah yang terdiri
dari kewenengan amanat undang-undang dan kewenangan perimpahan
oleh Kepala Daerah.
1. Kewenangan amanat unciang -undang {atributif} dalanr bentuk

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi : 1

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayeen masyarakat.b' Mengkoordinasikan upaya penyerenggaran ketentraman dan
ketertiban umum.

c' lvlengkoordinasikan penerepen dan penegakan peraturan
Perundang-undangan.

d. Mengkoordinasikan pemeriharan prasarana dan fasiritas
pelayanan umum.

e. I'Jiengkcordinasikan Fenyelenggaraan
ditingkat Kecamatan.

kegiatan pemerintah

l' Membina penyelenggaraan pemerintah Desa dan atau Kelurahan.g. Melaksanakan perayanan masyarakat yang menjadi ruant ringkup
tugasnya dan aiau belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan
Desa atau Kelurahan.

7. Kewenangan perimpahan oreh Bupati Gunung Mas adarah
sebagaimana tarcantum dalam lampiran peraturan ini.(zj Dalam pelaksanaan kewenangan perimpahan dimaksud ayat {2isenantiasa mangacu Kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15g

Tahun 2004 tEntang PEdoman Organisasi Kecamatan serta peraturan
Perundang - Undangan lainnya yang berlaku.

(3) Pelimpahan wewenang ini sesara bertahap diikuti dengan penyesuaian
dari aspek pembiayaan, personaria dan perrengkapan yang diperrukan,

Pasal 3

Pelimpahan wewenang initerkandung maksud dalam rangka peningkatan
daya guna, hasilguna dan akuntabiritas penyerenggaraan tugas umumpernerintahan, pembangunan, pembinaan Can petayanaan kepada
masyarakat di tingkat kecamatan.

BAB III

PENYELTNGGARAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4
{li Penyelenggaraan kewenangan .r'ang dilimpahkan oleh Eupati kepada

Camat, pelaksanaannya dilakukan oleh Camat.
l?t camat dalam rnenyelenggeran kewenangan yang dilimpahkan harus

memperhatikan :

e' standar, norma dan kebijakan pemerintah ditingkat 8tesilye.h. Keserasian kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugr*
pEmsrintEh,Fembangunan dan peleyanan masyaraka,"



iU

BAB IV

PEMBIYAAN

Pasal 5

Biaya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkah dari Bupati

kepada Camat dibebankan pada APBD sesuai besaran kewenangan dan

beban tugas yang diliffipahkan serta kemampuan Keuangan Daerah.

Tata cara penyaluran hiaya penyelenggara wewenang yang dilimpahkan

dari Bupati kepda Camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan

pelaksanaan APBD.

{3) Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat

menghasilkan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah

Kabupaten Gunung Mas.
(4) Ketentuan pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana

dimaksud ayat {3) diatur oleh Dinas/ lnstansiteknis yang berwenang'

BAB V

PEMBI NAA'N DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati melakukan pembinaan dan p€ngawasen penyelenggaraan
pelimpahan kewenangan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat.
Pembinaan dan Pengawasan sehari-hari dilaksanakan oleh Wakil
Bupati,Sekretaris Daerah atau Dinas terkait.

Pasal 7
{1} Bupati dalam hal tertentu dapat melimpahkan kewenangan ,pembinaan

dan pengawasan kepada Badan, Dinasl lnstansi teknis yanE membidangi
tugas tersebui.

(2) camat dalam melaksanakan kewenangan berpedoman pada peraturan
p€rundeng-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABA,N

Pasal I
(1) Periansgung jawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan

dari Bupati kepada Camat, dilakukan oleh Camat.
tZi Periansgung jawaban sebagai dimaksut ayat (U disampaikan oleh camat

Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Dinas terkait Kabupaten
Gunung Mes.

i3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (U berpedoman pada
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KENTENTUAN LAIN.LAIN

Pasal g

Apabila dikemudian hari terdapat kek€liruen datam penetapan peraturan ini
akan diperhaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

i2i
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BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berraku sejak tanggal diundangkan agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun

{ Januari 2011

NUNG MAS

.o,\?
'\tr/ N I-\*:==y

MBIT BII'{TIIJ

Di Undangkan
Pada Tanggal

: di Kuala Kurun
:19 Januari ZOL1

aris Daerah Keb
Gunung Mas

,tr tania Muria
.1952 1 198903 1 007

Serita Daerah iiabupaten Gunung lv4as
Tahun 201L
i,Jcrncr; go



LAMPIRAI{: PERATURAN

NO|!4OR :

TANGGAL :

TENTANG :

BUPATI GUNUNG MAs
4 TAHUN 2011

1 JANUAP-| Jotl
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DARI BUPATI
KEPADA CAMAT SE. KABUPATEN GUNUNG MAs

BIDANG PENDAPATAN DAERAH
1. Pajak Hotel

- Pendataan'/Jajibpajak
Hotel dan Losmen.

- Penagihan kepada Wajib
Pajak Hoteldan Losmen

Semua Kecamatan
se Kabupaten
Gunung Mas (kecuali
Kec.Kurun)

- Hasil Pendataan
diiaporkan untuk
dilakukan
peneiapa n,sela njuinya
dikembalikan kepada
Camat untuk diiakukan
pungutan/penagihan.

Hasil Pungutan disetor Ke
Kasda. Kab. Gunung Mas
MelaluiDipenda Kab.
Gunung Mas.

- Pajak Restoran, Cafe dan
Rumah Makan dapat
menggunakan sistem
penetapan atau dapat
mengBunakan sarana
pungut (Bon Bill)

- Hasil Pungutan disetor Ke
Kasda. Kab. Gunung Mas
Mela[utDipenda Kab.
Gunung Mas.

Pungutan dengan
menggunakan (karcis) atau
benda berharga lainnya.

' Hasil Pungutan disetor Ke
Kasda. Kab. Gunung Mas
MelalutDipenda Kah.
Gunung Mas.

Pendataan oleh
Kecamatan selanjutnya
ditetapkan oleh Dipenda
dan diteruskan Kembali ke
Kecamatan untuk
penagihannya.

Reklame yang sifatnya
konrtuksi parrnanen
izinnya tetap pada
Pemerintah Daerah.

Fajak Restoran/ Rumah
Makan
- pendataan Wajib pajak

Restoran,Cafe dan
F.umah Makan.

- Penagihan kepada Wajib
Pajak Restoran,Cafe dan
Rumah Makan/Warung
Makan.

Pajak Hiburan
- Pemungutan pajak

Hiburan berupa
Pertunjukan

Pajak Reklsme
- Pendataan serta

penagihan kepada Wajib
Pajak Reklame.

Sda

Sda

L-.

Sda



Retribusi Pasar

- Pemungutan Retbusi
Pasar.

Retribusi Pemakaian
Kel<ayaan Daerah
- sewa Tanah dan Rumah

Dinas

- Hasil Pungutan disetor Ke
Kasda. Kab. Gunung Mas
Melalui Dipenda Kab.
Gunung Mas.

- Hasil Pungutan disetor Ke
Kasda. Kab. Gunung Mas
MelaluiDipenda Kab.
Gunung Mas.

Hasil Pungutan disetor Ke
Kasda. Kab. Gunung Mas
MlelaluiDipenda Kab.
Gunung Mas.

NUNG MAS

BIT BINTIHeffi
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PBMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Iln. A Yani No. 47 Kuala Kurun (7451l) Kalimantan Tengah
I'elp. (0537) 31528, For (0537) 31522

Kuala Kurun, tzl Februari 2011

Kepada

Yth. Semua Camat se Kabupaten
Gunung Mas
KEcualiCamat Kurun
di-

TemPat

SURAT PENGANTAB
tttomor :9731ft I DiPenda / ll 12011

ft

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
4. lnspeKur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
5. Arsip.

No Jenis Surat yang dikirim Banyaknya Keterangan

1 Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomar 4 Tahun 2011 tentang
Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Gunung
Mas kepada Camat.

1 (satu)
Eksemplar

Disampaikan dengan hormat
untuk dipedomani dan di
laksanakan selanjutnYa.

ffi
na Utama Muda
i1014198003 1 010
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